BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 71 TAHUN
2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
UNTUK MENANDATANGANI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. untuk optimainya penandatanganan SSPD-BPHTB
serta menyesuaikan dengan struktur organisasi tata
kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar,
maka dipandang perlu adanya perubahan pejabat
yang menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
{SSPD-BPHTB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gianyar Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati untuk
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-
BPHTB) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar;



Mengingat:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1653) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



10.

11.

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2006 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013
Nomor 6);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 71 TAHUN
2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI UNTUK MENANDATANGANI
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

Pasal |

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Bupati
Gianyar Nomor 71 Tahun 2015  tentang
Pendelegasikan Sebagian wewenang Bupati untuk
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kepada
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
( Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015
Nomor 71} diubah sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Mendelegasikan Sebagian wewenang Bupati
untuk menandatangani Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.

(2) Apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar berhalangan atau
melaksanakan tugas lain, maka
penandatanganan Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(SSPD-BPHTB]) dilaksanakan oleh Sekretaris pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar.



Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 April 2016
BUPATI GIANYAR,

&A A GDE AGUNG BHARATAJ

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 18 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 23



